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ABSTRAK 

 
Atika Fitria 

Program Studi Akuntansi 

Email : Atikafitriaa13@gmail.com 

 

 

Permasalahan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kecamatan 

Delitua kurang paham dalam membayar pajak dan tidak mengetahui tarif pajak 

serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah yang 

baru Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 juga Wajib Pajak UMKM tidak 

mengetahuinya. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib 

Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 

2013. Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap perubahan 

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Untuk mengetahui perbedaan 

pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan tidak 

memiliki NPWP. Pendekatan penelitian ini adalah 15 UMKM yang memiliki 

NPWP dan tidak memiliki NPWP dan terdaftar di Kecamatan Delitua. Jenis 

penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung dan dengan 

dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif. 

Hasil penelitian ini adalah  pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan 

Delitua terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah. Tingkat 

kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu 

faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. 

Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua yang masih rendah 

dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan 

tarif 1% dari omset bruto. Realisasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana 

secara menyeluruh. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib 

Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan 

peraturan ini begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang 

belum diketahui secara jelas teknis pelaksanaannya. 

 

Kata Kunci : Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Kewajiban Perpajakan. 
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ABSTRACT 

 
Atika Fitria 

Program Studi Akuntansi 

Email : Atikafitriaa13@gmail.com 

 

 

The problems on the research are the taxprayer UMKM Delitua District didn’t 

know how to pay their tax and didn’t understand how to pay their tax rates and 

also the Government Regulation No. 46, 2013 and Government Regulation No. 

23, 2018 also taxpayer UMKM didn’t know about it either. The aims of the 

research is to know the level of understanding of taxpayer toward tax obligation 

about Government Regulation No. 46, 2013. To understand the understanding of 

the UMKM taxprayer of change of Government Regulation No. 23, 2018. This is 

to find out of difference in knowledge and understanding of taxpayers who have 

an NPWP and those who don’t have an NPWP. The research approach is 15 

UMKM that have a NPWP and don’t have a NPWP and are registered in Delitua 

District. This type of research is a qualitative descriptive approach. Data 

collection techniques in this study were direct interviews and with documentation 

of data analysis techniques in this study was descriptive analysis. The result of 

this research is that understanding of UMKM taxpayers in Delitua District 

towards general provisions and tax procedures is still low. The level of 

perpetrators’ awareness of tax obligations is on of the factors causing non-

compliance in carrying out tax obligations. The understanding of taxpayers in 

Delitua District is still low with the existence of Government Regulation No. 46, 

2013 on the basis of the imposition of 1% rate of gross turnover. The realization 

that is still not fully implemented in its entirety. Lack of socialization to the public 

and taxpayers (UMKM actors) is one of the obstacles to the implementation of 

this regulation as well as Government Regulation No. 23, 2018, the 

implementation technique is not yet clear. 

 

Key Words: Government Regulation No. 46, 2013, Government Regulation No. 

23, 2018, Tax Obligations. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensial 

bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak 

meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu 

bangsa. Melihat akan pentingnya peranan pajak terhadap penerimaan Negara, 

maka tanggung jawab tercapainya penerimaan dari sektor pajak sesuai dengan 

rencana dalam setiap tahunnya banyak tergantung pada aparat pajak dan 

masyarakat (wajib pajak). Hal tersebut tentu saja harus di dukung oleh 

seperangkat perundangan di bidang perpajakan yang dapat menjamin kepastian 

hukum dalam pengenaan dan pemungutan pajak. 

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki 

potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan Perusahaan-Perusahaan besar. Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) ditengah situasi yang serba sulit dan penuh ketidakpastian menjadi 

perhatian tersendiri bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. UMKM 

memainkan sekitar 95% dari keseluruhan ekonomi dan mereka berfungsi sebagai 

sumber penciptaan lapangan kerja, inovasi, persaingan, dinamisme ekonomi yang 

pada akhirnya menyebabkan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan nasional. 

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memegang peran yang sangat 

besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu 
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alternatif lapangan kerja baru, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga 

berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di 

saat Perusahaan-Perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan 

usahanya. Saat ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah berkontribusi 

besar pada Pendapatan Daerah maupun Pendapatan Negara Indonesia. Sebagian 

besar masyarakat beranggapan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat berperan dalam mengurangi tingkat 

pengangguran yang ada di Indonesia. 

Permasalahan pajak yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) di Indonesia adalah masih sedikit diantara mereka yang ”Melek Pajak”. 

Hal ini karena ketidaktahuan mereka dan  pencatatan  pembukuan atau keuangan 

yang tidak rapi sehingga menyulitkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

yang ada. Memang kita sadari bahwa disiplin melakukan pembukuan belum 

membudaya di Indonesia, akibatnya terkadang sangat sulit diketahui dengan pasti 

perkembangan usahanya. Hanya Perusahaan besar atau yang telah masuk ke Bursa 

Efek (go public) umumnya secara kontinyu melakukan pembukuan dengan baik. 

Bahkan laporan keuangannya disusun oleh Akuntan Publik. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), memiliki beberapa 

karakteristik, seperti ketidakpastian pasar,  ketidakpastian  apakah  dalam 

beberapa  tahun pertama perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak. Informasi 

Akuntansi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Namun praktek akuntansi 

keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih rendah dan 

memiliki banyak kelemahan (Yulia, 2019). Selain itu, yang menjadi kelemahan 
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Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah adanya pembukuan yang tidak 

jelas (Yulia, 2019). Kelemahan-kelemahan diatas bisa menimbulkan perbedaan 

pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Menurut UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-Undang 

(UU) No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa “usaha mikro adalah 

usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet per tahun mencapai Rp 300 

juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 

500 juta dan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk 

usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 

miliar dan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.” (Evi 

Rahmawati Lazuardini & Priyono, 2015). 

Pada peraturan sebelumnya, dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban 

perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan Negara dari 

sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu. 

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dimaksud untuk memberi kemudahan dan 

penyederhaan penghitungan pajak penghasilan bagi masyarakat dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengedukasi masyarakat untuk tertib 

administrasi dan transparansi melaporkan penghasilannya dan memberikan 

kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. 

Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan Pph final Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) terbaru untuk Wajib Pajak dalam Negeri yaitu 
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Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, 

persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan 

menerima Peredaran Bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. 

Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan 

menjadi 0,5%. Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut 

resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013. 

Pada Juli 2018 mulai diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 

2018. Perubahan tersebut merupakan respon positif dari Pemerintah atas keluhan 

para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tarif UMKM yang 

dibanderol sebesar 1% dari omzet bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya 

menjadi sebesar 0,5%. Berbeda dengan PP No. 46 Tahun 2013 sebelumnya, 

peraturan penggantinya yaitu PP No 23 Tahun 2018 mengatur mengenai batas 

waktu dalam melaksanakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini, yaitu 7 

(tujuh) tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Tahun pajak Wajib Pajak 

terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah 

ini, atau tahun pajak berlakunya Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah 

terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.  

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki potensi yang 

sangat besar dan terbukti mampu bertahan dalam badai krisis moneter tahun 1997. 

Pada krisis global tahun 2008, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga 

justru menjadi penyelamat ekonomi nasional dari keterpurukan. Potensi Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) dilihat dari tingkat pertumbuhannya juga 
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menunjukkan grafik yang terus meningkat. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) dari tahun 2005 sampai tahun 2012 meningkat sekitar 20,2% 

(BPS, 2016). Sayangnya terdapat miss match antara potensi yang tinggi dari 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan kepatuhan pajaknya (Nurpratiwi 

et al., 2013). Penerimaan pajak total yang memiliki porsi 80% lebih terhadap 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) hanya sebesar kurang lebih 0,5%. Perjuni 2013 jumlah 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah 55,2 juta, namun yang baru 

terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya sekitar 13-16 juta (Intan, 

2019). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rajif (2011), juga menyebutkan bahwa 

“kepatuhan membayar pajak salah satunya dipengaruhi pemahaman Wajib Pajak 

tentang perpajakan.”(Intan, 2019). Ada juga beberapa penelitian yang 

menunjukkan bahwa banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

tidak bisa menentukan jumlah penghasilan yang kena pajak. Hal ini dikarenakan 

pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kesulitan dalam menyusun 

laporan keuangan. Kesulitan dalam menghitung pajak dan menyusun laporan 

keuangan merupakan suatu bentuk masalah yang sering dikeluhkan pelaku usaha 

bila berhubungan dengan Kantor Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2009). 

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota 

Medan Arjuna Sembiring mengatakan “Ada sekitar 22 ribu pelaku UMKM di 

Kota Medan dan jumlah itu terus meningkat jumlahnya mencapai sekitar 300 

ribu. Tingginya pertumbuhan UMKM tersebut tentunya sangat menggembirakan 

karena juga sekaligus dapat menekan angka pengangguran”. 

http://economy.okezone.com/topic/383/umkm
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Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara Nasional maupun 

kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun ironisnya, pertumbuhan 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tersebut tidak diimbangi dengan 

kesadaran para pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

terkenal kurang dapat ditelusuri oleh administrasi perpajakan dengan pembayaran 

pajak yang kurang dari sebenarnya (Cahyani & Noviari, 2019). 

Beberapa peneliti yang telah mempublikasikan hasil penelitiannya terhadap 

pemahaman Wajib Pajak mengenai pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 menyatakan bahwa sebagian besar wajib pajak 

belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur dalam PP 

nomor 46 tahun. Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi 

masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Sistem self 

assessment belum berjalan sesuai dengan harapan Direktorat Jendral Pajak 

(Ningsih et al., 2020). 

Menurut Fajriana (2013) mengatakan bahwa “pemahaman adalah proses, cara 

perbuatan memahami atau memahamkan Peraturan Perundang-undangan 

perpajakan. Indikator pemahaman Wajib Pajak dalam penelitian ini adalah: a) 

Pemahaman Wajib Pajak mengenai kepemilikan NPWP b) Pengetahuan dan 

pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan c) Pengetahuan dan 

pemahaman mengenai tarif pajak. 

Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan jika Wajib Pajak paham 

akan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dari hasil observasi peneliti 

terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan dengan 
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cara wawancara langsung sebanyak 15 responden pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM), dari Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

di wilayah Delitua terdapat beberapa orang responden dari 15 responden yang 

menjawab bahwasanya masih ada dari mereka yang belum mengetahui bagaimana 

cara membuat laporan keuangan dan tata cara perpajakan dengan benar, serta dari 

mereka yang memiliki NPWP digunakan hanya untuk melakukan pinjaman di 

bank. Usaha yang mereka miliki tidak jarang mengalami kerugian, oleh sebab itu 

mereka belum bisa konsisten dalam membayar kewajiban perpajakannya. Selain 

itu mereka juga masih belum mengetahui tentang Undang-Undang perpajakan 

bagi Wajib Pajak dan tarif yang harus dibayarkan. Seperti yang dikatakan oleh 

salah satu responden yang peneliti wawancarai “saya membayar pajak dengan 

tarif 1% dari omset, tapi saya tidak mengetahui Peraturan Pemerintah yang 

mengatur tentang tarif pajak tersebut”. Sebagaimana dijelaskan tarif pajak Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 1% diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 46 Tahun  2013. Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga 

menjelaskan bahwa mereka belum mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah 

tentang penurunan tarif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 0,5% 

dari omset yang diatur dalam  Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Berikut 

tabel tentang 15 responden yang peneliti wawancarai tentang pemahaman wajib 

pajak dan guna NPWP yang mereka buat : 

Tabel 1.1 

Data Permasalahan Yang Terjadi di UMKM Delitua 

Nama Usaha Tahun Permasalahan 

Permen Santan Kelapa 

POC 

2016 Bapak Sukariman paham tentang 

Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 
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untuk melakukan pembayaran pajak serta 

sudah menerapkan pembayaran pajak, 

tetapi belum mengetahui Peraturan 

Pemerintah No. 23 tahun 2018. 

Brian Grosir (Telur) 2017 Bapak Jakariansyah Nasution paham 

tentang Peraturan Pemerintah No. 46 

Tahun 2013 untuk melakukan 

pembayaran pajak serta sudah 

menerapkan pembayaran pajak dan sudah 

mengetahui tentang perubahan Peraturan 

Pemerintah No. 23 tahun 2018. 

Sehat Motor 88 2016 Sehat Motor 88 paham tentang Peraturan 

Pemerintah untuk melakukan pembayaran 

pajak serta sudah menerapkan 

pembayaran pajak dan sudah paham 

tentang Peraturan Pemerintah No. 23 

tahun 2018. 

Bana Durian 2016 Bana Durian tidak paham tentang 

Peraturan Pemerintah untuk membayar 

pajak, selama usaha yang dijalanin Bana 

Durian belum pernah sama sekali 

membayar pajak. 

Toko Obat Dian Farma II 2018 Toko Obat Dian Farma II tidak paham 

tentang Peraturan Pemerintah untuk 

membayar pajak. 

Aulia Fashion 2020 Aulia Fashion baru memulai usahanya 

dan belum paham tentang Peraturan 

Pemerintah untuk membayar pajak, Aulia 

Fashion mengatakan akan mencari tahu 

bagaimana pembayaran pajak sesuai 

dengan aturan Pemerintah. 

Syaifuddin Bakso 2019 Syaifuddin Bakso Keliling tidak paham 
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Keliling membayar pajak dan juga tidak mau 

membayar pajak, dikarenakan pendapatan 

yang tidak pasti dari hasil jualan bakso 

kelilingnya. 

Gulo-Gulo Saka Adam 2018 Gulo-Gulo Saka Adam paham tentang 

Peraturan Pemerintah untuk membayar 

pajak, tetapi mereka mengatakan tidak 

mau membayar pajak dikarenakan 

penghasilannya hanya sedikit dan tidak 

pasti. 

Teh Celup Daun Sirsak 2019 Teh Celup Daun Sirsak belum pernah 

membayar pajak dan belum paham 

tentang Peraturan Pemerintah tentang 

melakukn pembayaran pajak, dikarenakan 

usaha yang baru setahun berjalan ini 

belum lancar, jika usaha sudah lancar dan 

sesuai target mereka akan membayar 

pajak sesuai Peraturan Pemerintah. 

Surya Foodcourt 2016 Surya Foodcourt sudah melakukan 

pembayaran pajak serta paham tentang 

Peraturan Pemerintah, dikarenakan usaha 

yang dimiliki adalah seperti restaurant 

maka pemilik usaha wajib melakukan 

pembayaran pajak sesuai Peraturan 

Pemerintah. 

Warung Parapta 2020 Warung Parapta tidak melakukan 

pembayaran pajak, dikarenakan tidak 

paham dalam melakukan pembayaran 

pajak. 

Tahu Tempe Bintang 

Surya 

2016 Tahu tempe bintang surya tidak 

melakukan pembayaran pajak 

dikarenakan penghasilan yang didapat 
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selama ini juga hanya cukup buat sehari-

hari. 

Rahmawati Kue Bawang 2018 Rahmawati kue bawang juga tidak 

melakukan pembayaran pajak 

dikarenakan hanya usaha industri kecil-

kecilan. 

Ternak Lele Bersama 2020 Ternak lele bersama belum melakukan 

pembayaran pajak dikarenakan baru 

memulai usaha tetapi nanti jika usaha 

sudah berjalan maka akan membayar 

pajak. 

 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa UMKM di Kecamatan Delitua pada 

tahap wawancara awal terhadap 15 (limabelas) orang pelaku UMKM dari 20 

UMKM yang terdata di Kantor Kecamatan Delitua hanya 3 (tiga) responden yang 

mengetahui adanya peraturan pemerintah dengan tarif 1% dan sebagian besar 

menyatakan belum memahami aturan perpajakan secara umum serta tata cara 

perpajakan untuk melakukan perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan 

pajak, dan pengisian SPT. Selain itu mereka juga menjelaskan bahwa seharusnya 

pelaku UMKM tidak wajib dipaksa untuk membayar pajak, dan seluruhnya 

mengungkapkan bahwa mereka belum mengetahui adanya perubahan Peraturan 

Pemerintah tentang tarif UMKM sebesar 0,5% yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 2018.  Dari yang di wawancara belum paham tentang 

pembayaran pajak serta tarif pajak maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pemahaman wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) yang ada di Kecamatan Delitua. Seperti teori (Ningsih et al., 2020) 

menyatakan bahwa “beberapa indikator yang menjadi tolak ukur wajib pajak 
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untuk mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu pengetahuan 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pengetahuan tentang 

sistem perpajakan. Kondisi ini mendorong peneliti untuk menemukan berbagai 

informasi bagaimana pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM terhadap PP 

Nomor 23 Tahun 2018.” 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui tingkat 

pemahaman oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tentang 

kewajiban perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan 

uraian dalam latar belakang diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul 

penelitian “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban 

Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam suatu rencana penelitian langkah utama diperhatikan adalah 

mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh objek-objek yang 

akan diteliti. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

belum mengetahui tentang tata cara perpajakan. 

2. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

belum mengetahui Peraturan Pemerintah tentang tarif pajak UMKM. 

3. Sebagian besar Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

yang memiliki NPWP belum mengetahui guna NPWP untuk pajak. 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas sehingga penelitian dapat 

terarah dengan baik sesuai dengan tujuan penelitian serta dengan segala 

kekurangan dan keterbatasan peneliti maka perlu adanya batasan penelitian. 

Batasan penelitian ini hanya membahas tentang Peraturan Pemerintah No. 46 

Tahun 2013, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 serta Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) yang memiliki NPWP dan dilakukan di kecamatan Delitua 

Medan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, perumusan  

masalah untuk penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) dan kewajiban perpajakan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 

Tahun 2013? 

2. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) dan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? 

3. Perbedaan Pengetahuan dan Pemahaman dari Wajib Pajak yang memiliki 

NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak dan kewajiban 

perpajakan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. 
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2. Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak dan perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 

3. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak 

yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan 

memberikan konstribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi 

khususnya yang berkaitan dengan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Memperluas pengetahuan peneliti mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Selain itu dapat 

menambah kemampuan dan ketrampilan berpikir dalam hal penyelesaian 

masalah sehingga dapat bermanfaat dimasa depan. 

b. Bagi Pihak Akademis 

Hasil penelitian ini diaharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk 

penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 
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c. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang 

baru dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan 

dalam memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak atau 

Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM), para penasehat atau Konsultan Pajak, para pembuat 

Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan 

sistem perpajakan yang lebih baik, baik dari segi pengelolaan 

administrasi, maupun dari segi kewajarannya serta dapat membantu 

manajemen perusahaan dalam menganalisis cara-cara yang dapat 

memfasilitasi fungsi kepatuhan pajak perusahaan itu sendiri.
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Theory of Planned Behaviour 

Theory of Planned Behaviour (TPB) merupakan teori mengenai 

perilaku individu yang dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku 

tertentu. Niat sesorang ditentukan oleh sikap (Behavioral belief), norma 

subjektif (Normatif belief), dan kontrol perilaku. Menurut teori ini, perilaku 

individu dalam masyarakat berada di bawah pengaruh faktor-faktor tertentu 

yang berasal dari alasan tertentu dan muncul dengan cara yang terencana. 

Teori ini mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat seseorang, 

menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap individu terhadap 

perilaku serta dapat memprediksi berbagai jenis perilaku dengan akurasi 

tinggi melalui norma subjektif, kontrol perilaku, dan sikap. Theory of 

Planned Behaviour ini memiliki tiga hal yang mempengaruhi niat individu 

yaitu Behavioral Belief merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu 

perilaku (outcome belief) dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan tersebut. 

Normative Belief merupakan keyakinan tentang harapan normatif 

individu dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Normative belief 

mengacu pada tekanan sosial yang dihadapi oleh individu untuk melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu. Kontrol perilaku (Control belief) mengacu 

pada tingkatan kontrol atas pandangan individu untuk melakukan suatu 

tindakan. Secara spesifik, kontrol perilaku mengacu pada keyakinan tentang 
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keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku seseorang 

dan persepsi tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat 

perilakunya tersebut. Teori Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan 

sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan 

yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Teori 

pengambilan keputusan pada penelitian ini berkaitan dengan pengetahuan 

wajib pajak akan manfaat yang diperoleh dari penetapan PP No 23 Tahun 

2018 tarif pajak UMKM sebesar 0,5% yang memiliki tujuan untuk 

meningkatkan motivasi wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Berdasarkan Theory of Planned Behaviour, besarnya tarif pajak 

berkaitan dengan normative belief yang merupakan harapan yang 

dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan 

memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya (Cahyani & Noviari, 

2019). 

2.1.2 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat 

timbal balik secara langsung guna untuk keperluan Negara bagi kemakmuran 

rakyat. 

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007, definisi pajak 

adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
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badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Putri et al., 2019). 

Menurut Mangkoesoebroto dalam jurnal (Febirizki et al., 2016) “pajak 

adalah suatu pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, 

pemungutan tersebut berdasarkan Undang-Undang, pemungutannya dapat 

dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang 

langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Sedangkan menurut 

Simanjuntak dan Mukhlis “pajak adalah transfer sumber dari sektor privat ke 

sektor publik dan pihak yang dikenakan pajak tidak menerima manfaat 

tertentu secara langsung, pajak ini ditujukan untuk memenuhi tujuan ekonomi 

dan sosial suatu bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 

menyerahkan sebagian harta kekayaan rakyat kepada Negara yang diwajibkan 

berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk 

belanja Negara.” 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak : 

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak 

hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau 

dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. 
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3. Tanpa jasa timbal atau konstraprestasi dari Negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukkan adanya konstraprestasi individual oleh Pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

 Untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka Wajib Pajak harus patuh 

karena kepatuhan adalah tujuan yang paling penting dalam pengecekan pajak, 

sehingga setelah dilakukan pengecekan maka dari situ akan tau Wajib Pajak 

yang patuh terhadap kewajibannya. Untuk Wajib Pajak yang kurang patuh 

maka harus diberikan pemahaman dan motivasi yang mendorong Wajib 

Pajak agar patuh terhadap kewajibannya dan agar lebih baik pada periode 

selanjutnya (Evi Rahmawati Lazuardini & Priyono, 2015). 

 Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak 

bersikap taat, disiplin dan patuh dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban 

yang berkaitan dengan perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan 

perpajakan yang berlaku. Menurut Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 

menyatakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang 

berlaku dalam suatu Negara.” (Andriani & Wahid, 2017). 

 Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang- 
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Undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu 

Negara (Syamsul Bahri, 2020). 

2.1.4 Kriteria Wajib Pajak 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

192/PMK.03/2007 tentang Wajib pajak dengan Kriteria Tertentu. Wajib

Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak patuh apabila 

memenuhi beberapa syarat sebagai berikut : 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan 

kata lain, tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan 

tahunan dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah 

tahun pajak. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, 

kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin 

menganggur atau menunda pembayaran pajak. 

3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau 

Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat 

Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak 

ditemukan kesalahan materil secara menyeluruh dalam laporan 

keuangan yang disajikan. 

4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana 

dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 

terakhir. 
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2.1.5 Kewajiban Perpajakan 

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

telah mengakomodir mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Kewajiban 

dimaksud yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak meliputi kewajiban 

mendaftarkan diri, kewajiban pembayaran, pemotongan / pemungutan, dan 

pelaporan pajak, kewajiban dalam hal dilakukan pemeriksaan pajak, dan 

kewajiban memberikan data. Kewajiban perpajakan memenuhi dua syarat, 

yaitu : 

1. Kewajiban pajak subyektif ialah kewajiban pajak yang melihat 

orangnya. Misalnya : semua orang atau badan hukum yang 

berdomisili di Indonesia memenuhi kewajiban pajak subyektif. 

2. Kewajiban pajak obyektif ialah kewajiban pajak yang melihat 

pada hal-hal yang dikenakan pajak. Misalnya : orang atau badan 

hukum yang memenuhi kewajiban pajak kekayaan adalah orang 

yang punya kekayaan tertentu, yang memenuhi kewajiban pajak 

kendaraan ialah orang yang punya kendaraan. 

Dalam memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya, Wajib Pajak 

mengeluarkan sejumlah biaya yang biasa disebut dengan Compliance Cost. 

Idealnya, biaya - biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak tersebut tidak 

memberatkan Wajib Pajak dan tidak menjadi faktor penghambat Wajib Pajak 

dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tax compliance cost 

bukan hanya dalam artian uang (direct money cost), tetapi juga waktu (time 

cost) dan pikiran (psychological cost). Tingginya biaya kepatuhan pajak dapat 

menyebabkan Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak (Intan, 2019). 
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Dalam upayanya agar mampu meningkatkan penerimaan pajak secara 

sukarela, maka Negara dalam hal ini Pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini mempunyai nilai lebih yakni 

tarif yang lebih kecil dibandingkan tarif sebelumnya yakni sebesar 1% yang 

dipotong dari pendapatan kotor. Peraturan ini berlaku baik untuk wajib pajak 

pribadi maupun Wajib Pajak badan yang mempunyai pendapatan kotor 

kurang dari 4.800.000.000,00 yang dibatasi pada penghasilan usaha. 

Direktorat Jendral Pajak menyampaikan bahwa penyampaian pajak 

akan dipermudah dengan bantuan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 

yang bekerja sama dengan bank - bank yang ada semisal bank Mandiri, BRI, 

BTN, dll. Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan penerapan Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 2013, juga ditujukan oleh Pemerintah untuk 

meningkatakan penerimaan Kas Negara. Dengan pengenaan biaya yang 

rendah dan juga proses yang mudah diharapkan dapat mampu mendorong 

pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik mempunyai NPWP 

maupun yang belum untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Warga 

Negara. 

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru 

tentang perpajakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tertuang 

dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) dalam Peraturan Pemerintah tersebut sebesar 0,5% 

dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus 

bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendorong peran serta 

masyarakat dan pengetahuan perpajakan. 
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Pengenaan tarif pajak final lama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) sebesar 1% dinilai memberatkan pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) dan sering dikeluhkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM). Kebijakan insentif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) memberikan keringanan pajak bagi pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku 

usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru untuk berkembang dan 

memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya 

beban biaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk dapat digunakan 

dalam ekspansi usaha (Intan, 2019). 

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu : 

1. Official Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official 

Assesment System adalah : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 

berada pada fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

2. Self Assesment System, mengemukakan bahwa sistem self 

assessment menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat 





23 
 

 

karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan 

dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri (Putri et al., 2019). Berikut 

adalah kewajiban-kewajiban dari wajib pajak dalam 

melaksanakan self assessment system, yaitu : 

a. Mengukuhkan diri sebagai pajib pajak di kantor pelayanan 

pajak. 

b. Menghitung pajak terutangnya sendiri oleh wajib pajak. 

c. Membayar hingga melaporkan pajaknya oleh wajib pajak itu 

sendiri. 

3. Withholding System, adalah sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau 

memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

2.1.7 Pemahaman Wajib Pajak 

a. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak 

Pemahaman adalah kemapuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu dengan kata lain mengetahui tentang sesuatu dan 

dapat melihatnya dalam berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami 

suatu hal apabila ia dapat memberikan penjelasan dan meniru hal 

tersebut dengan menggunakan kata-katanya sendiri (Primandani et al., 

2017). 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Suharsimi Arikunto 

(2009:119) pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang 

mempertahankan, membedakan, menduga 2540 (estimates), 

menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, 
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memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Hal ini 

berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman mampu menyimpulkan 

atau menerangkan kembali terhadap sesuatu yang dipahami. 

Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang 

dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat 

menterjemahkan dan atau menerapkan yang telah dipahaminya (Sri 

Rahayu et al., 2020). 

b. Indikator Pemahaman Wajib Pajak 

Terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan 

memahami kewajiban perpajakan, yaitu : 

1. Kewajiban memiliki NPWP, setiap Wajib Pajak yang memiliki 

penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh 

NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian 

pajak. 

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban 

sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah mengetahui 

kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan 

melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. 

3. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan. Semakin 

tahu dan paham Wajib Pajak terhadap terhadap kewajiban 

perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak 

terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban 

perpajakan mereka. 
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4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak. Aturan 

pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah) direvisi terutama tarif yang 

sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Revisi 

peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 Tahun 

2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 

2013 (Intan, 2019). 

5. Pengetahuan dan pemahaman bagaimana cara menyusun 

laporan keuangan, dikarenakan penghasilan Wajib Pajak 

UMKM sudah termasuk penghasilan bruto maka jika sudah 

menyusun laporan keuangan dengan baik maka pembayaran 

pajak juga bisa lebih  

2.1.8 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 

Pemerintah menetapkan skema pajak atas Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM), melalui Peraturan Pemeritah Nomor 46 Tahun 2013 

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan 

pajak ini yang terbit per 12 Juni 2013 dan mulai berlaku per 1 Juli 2013 

berlaku untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki omset 

kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Besarnya pajak adalah 1 persen dari nilai 

omset bulanan. Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2013 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak 
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untuk menangkap arti dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013 baik secara konten maupun administrasinya (Andriani & Wahid, 2013). 

2.1.9 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai 

penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan 

Pemerintah ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan 

yang baru bagi UMKM sebesar 0,5 persen dari omset. Peraturan tersebut 

menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan 

tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan 

pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun 

(Sri Rahayu et al., 2020). 

2.1.10 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

a.  Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

 Banyak definisi tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

yang dikemukakan  oleh  beberapa  lembaga atau  instansi  bahkan 

Undang-Undang. Undang-Undang terbaru yang dikeluarkan 

Pemerintah tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah 

UU No. 20 Tahun 2008. Menurut UU No. 20 tahun 2008 Pasal 1 

disebutkan bahwa : 
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1. Usaha Mikro  adalah usaha  produktif milik orang perorangan 

dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha 

mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian  baik  

langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini. 

3. Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 

ini (Putri et al., 2019). 

b. Kriteria UMKM 

Menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM 

memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau 

badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni 

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima 
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puluh juta). Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 

rupiah). puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, memiliki hasil  penjualan tahunan paling banyak 

Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 

2. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan 

bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

3. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar 

yang memenuhi kriteria yaitu memiliki kekayaan bersih lebih 
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dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

c. Tarif Pajak UMKM 

Tarif adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban 

pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tarif merupakan 

persentase / jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan 

penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak. Dampak dari besarnya 

tarif dan besarnya penghasilan jika ada perubahan maka besarnya 

pajak terutang juga akan berubah jumlahnya (Evi Rahmawati 

Lazuardini & Priyono, 2015). 

Tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah tarif 

pajak Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang 

digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar 

dalam bentuk persentase. Menurut Direktorat Jenderal Pajak 

Kementrian mengenai PP No. 23 Tahun 2018 mengatakan bahwa 

penggunaan tarif ini memiliki batas waktu, antara lain : 

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selama 7 Tahun. 

2. Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer 

atau Firma selama 4 tahun. 
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3. Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) selama 3 

Tahun. 

2.2 Kerangka Konseptual 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka berikut ini 

menyajikan kerangka konseptual penelitian dan menjadikan pedoman dalam 

penelitian yang dilakukan. Kerangka konseptual terdiri dari variabel independen 

dan dependen atau bisa disebut juga variabel bebas dan terikat. Yang termasuk 

variabel independen adalah pemahaman wajib pajak Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) dan kewajiban perpajakan dan variabel dependennya tarif 

pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Gambar Kerangka Konseptual Wajib Pajak UMKM Delitua
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Pajak 

Pemahaman Wajib Pajak 

UMKM 

 

Kewajiban 

Perpajakan 

Tarif Pajak UMKM (Usaha 

Mikro dan Kecil) 



 

 

31 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif yaitu sebuah metode yang digunakan peneliti untuk 

menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu 

(Mukhtar, 2013 : 10). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban Perpajakan Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Delitua. 

3.2 Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2010:38). Dengan demikian 

definisi operasional variabel adalah definisi yang disusun berdasarkan apa yang 

diamati dan diukur tentang variabel dalam penelitian tersebut. Adapun yang 

menjadi definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Analisis pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan adalah 

kemampuan Wajib Pajak untuk memahami Peraturan Perpajakan secara jelas, 

kemampuan memahami tersebut cenderung akan menjadikan Wajib Pajak yang 

tidak taat menjadi taat. Jelas bahwa semakin paham Wajib Pajak terhadap 

Peraturan Perpajakan, maka semakin paham Wajib Pajak terhadap kewajiban 

perpajakan. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan 
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cenderung akan membuat Wajib Pajak menjadi tidak taat terhadap kewajiban 

perpajakan. 

Menurut Fajriana (2013) mengatakan bahwa pemahaman adalah proses, cara 

perbuatan memahami atau memahamkan Peraturan Perundang-Undangan 

perpajakan. Indikator pemahaman Wajib Pajak yang menjadi tolak ukur dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Pemahaman Wajib Pajak mengenai kepemilikan NPWP. 

Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan 

diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk 

pengadministrasian pajak. 

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan. 

Apabila Wajib Pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai Wajib Pajak, 

maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. 

3. Pengetahuan dan pemahaman atas sanksi perpajakan. 

Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap terhadap kewajiban 

perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi 

yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. 

4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak. 

Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini 

diturunkan menjadi 0,5%. Revisi Peraturan Perpajakan tersebut disahkan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 

Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013. (Elsa 

Gunarto, 2018). 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat 

Tempat penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) yang ada di Kecamatan Delitua. Tempat penelitian dipilih dengan 

pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan mudah 

untuk diperoleh. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Oktober 2020. Adapun 

tabel jadwal penelitiannya sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Rencana Jadwal Penelitian 

No Aktivitas 

Penelitian 

Mei 2020 Juni 2020 Juli 2020 Agustus 

2020 

September 

2020 

Oktober 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Prariset                         

2. Penyusunan 

Proposal 

                        

3. Pembimbingan 

Proposal 

                        

4. Seminar Proposal                         

5. Penyempurnaan 

Proposal 

                        

6. Pengumpulan 

Data 

                        

7. Pengolahan dan 

Analisis Data 

                        

8. Penyusunan 

Skripsi 

                        

9. Pembimbingan 

Skripsi 

                        

10. Sidang Meja Hijau                         

11. Penyempurnaan 

Skripsi dan 

Penulisan Jurnal 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh dari wawancara secara langsung dan 

menyebarkan kuesioner kepada responden. 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Menurut Nur dan Bambang (2009:146) data primer adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini 

berupa jawaban atas wawancara dan menyebar kuesioner kepada 15 

responden wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah mencari data atau hal‐hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini digunakan 

untuk mengumpulkan data tentang Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Medan Delitua. 

2. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti 

dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai 

objek penelitian. Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati bagaimana 
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tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

tentang tarif pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

3.6 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik purposive sampling yaitu cara pengambilan sampel yang dilakukan 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 15 wajib 

pajak UMKM di Kecamatam Delitua dengan syarat : 

1. Wajib Pajak UMKM harus paham bagaimana cara menyusun laporan 

keuangan. 

2. Wajib Pajak UMKM harus mempunyai laporan keuangan yang jelas. 

3. Usaha yang dilakukan Wajib Pajak UMKM masih berjalan. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mendeskripsi 

variabel-variabel penelitian yaitu pemahaman Wajib Pajak, kewajiban perpajakan 

dan menganalisa objek yang akan diteliti. Tahap-tahap analisis data yang 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) di Kecamatan Medan Delitua. 

2. Menganalisis Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

mengenai kepemilikan NPWP. 

3. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) tentang tata cara mengisi SPT. 

4. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) tentang cara membuat laporan keuangan. 
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5. Menganalisis pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) tentang tata cara membayar pajak. 

6. Menganalisis pengetahuan dan pemahaman mengenai tarif pajak Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada PP No. 46 Tahun 2013. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Data 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Kecamatan Delitua merupakan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten 

Deli Serdang yang beralamat di Jalan Delitua Biru-Biru No. 34 Kelurahan 

Delitua Timur Kecamatan Delitua 20355. Berdasarkam Peraturan Bupati Deli 

Serdang Nomor 429 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan 

Pemerintahan dari Bupati kepada Camat maka organisasi Kecamatan dan 

Kelurahan di Kecamatan Delitua dibentuk.  

 Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan 

Delitua mulai melaporkan usahanya pada tahun 2015 yang pada awalnya 

melaporkan usahanya untuk membuat NPWP supaya bisa meminjam ke bank. 

Namun dikemudian hari Kecamatan Delitua menyuruh semua Wajib Pajak 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melaporkan usahanya dan 

melakukan pembayaran pajak tetapi masih ada juga yang hanya melaporkan 

tetapi tidak membayar pajak. Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) di Kecamatan Delitua yang mengurusnya adalah ibu Asniwati 

Lubis, SS, MM.  

 Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang 

Camat diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. Berikut tabel struktur organisasi kantor 

Kecamatan Delitua. 
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Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Kecamatan Delitua 

No Jabatan Nama 

1. Camat Wakil Karo-Karo SE., M.Si 

2. Sekretaris Camat Sandi Sihombing S.STP M.Si 

3. Kasubag Keuangan dan Program - 

4. Kasubag Umum dan Kepegawaian Salamah 

5. Kasi Pemerintahan Inda Lusiana S.STP 

6. Kasi Trantib Ganda S.R Sihombing, S.Sos 

7. Kasi PMD Asniwati Lubis, SS, MM 

8. Kasi Kesos Noviar R. Siregar S.Sos 

9. Kasi Kebersihan Syahriel, S.Sos 

Melalui Kantor Kecamatan ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk 

perizinan. Beberapa perizinan yang sering dibuat terkait dengan penerbitan 

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), rekomendasi surat pengantar SKCK, surat 

keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk pembangunan atau acara, 

pengesahaan surat keterangan miskin, dispensasi nikah, rekomendasi dan 

pengesahaan permohonan cerai, belum nikah, dan nikah. Surat-surat lainnya 

yang dapat diurus terkait perizinan tertentu seperti surat eksplorasi air tanah, 

penggalian mata air, surat perubahan penggunaan tanah, waris, hingga wakaf. 

Penelitian ini meneliti tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

yang terdaftar di Kecamatan Delitua. Sebanyak 20 Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) terdaftar, namun peneliti hanya memilih 15 Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai responden karena 5 usaha yang 

lainnya tidak mau melampirkan laporan keuangannya serta tidak mau di 
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wawancarai secara rinci tentang pemahaman Wajib Pajak UMKM. Jenis 

usaha yang ada di Kecamatan Delitua terdiri dari Usaha Dagang seperti Brian 

Grosir (telur), Toko Obat Dian Farma II, Aulia Fashion, Surya Foodcourt, 

dan Warung Parapta. Usaha Jasa seperti bengkel Sehat Motor 88 dan Usaha 

Industri seperti Permen Santan Kelapa, Bana Durian, Syaifuddin Bakso 

Keliling, Gulo-gulo Saka Adan, Teh Celup Daun Sirsak, Tahu Tempe 

Bintang Surya, Rahmawati Kue Bawang, Sepatu Homemade, dan Ternak 

Lele Bersama. 

4.1.2 Deskripsi Data 

Pada penelitian ini peneliti mengambil data berupa tabel daftar Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Delitua. Tabel 

tersebut merupakan informasi pemilik usaha dan jenis usaha yang dimiliki. 

Dari informasi tersebut peneliti mewawancarai dan menyebar kuesioner 15 

dari 20 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan 

Delitua. Deskripsi data digunakan  untuk mengetahui data pribadi atau 

karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Pendidikan, Jumlah 

Penjualan Tahunan dan Jenis Usaha. Berikut ini merupakan karekteristik 

responden berdasarkan : 

a. Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 12 75% 

Perempuan 3 25% 
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Total 15 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 

12 orang (75%) dan berjenis kelamin perempuan 3 orang (25%). 

b. Usia 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase 

21-30 4 20% 

31-40 7 60% 

41-50 2 10% 

>50 2 10% 

Total 15 100% 

 

 Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa responden 

dalam penelitian ini sebagian besar usia antara 31-40 tahun sebanyak 7 

orang (60%), dilanjutkan dengan usia 21-30 tahun sebanyak 4 orang 

(20%) dan selanjutnya berusia 41-50 tahun sebanyak 2 orang (10%) dan 

yang berusia >50 sebanyak 2 orang (10%). 

c. Pendidikan 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Jumlah  Persentase 

SMA 9 60% 

Diploma 2 10% 



37 

 

 

Sarjana (S1) 4 30% 

Total 15 100% 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini sebagian besar di tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 9 orang 

(60%), jenjang pendidikan Diploma sebanyak 2 orang (10%), dan jenjang 

pendidikan Sarjana sebanyak 4 orang (30%). 

d. Jumlah Penjualan Tahunan 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Penjualan Tahunan 

Penjualan Tahunan Jumlah  Persentase 

5.000.000-10.000.000 5 30% 

10.000.000-50.000.000 7 50% 

50.000.000-100.000.000 3 20% 

Total 15 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa pendapatan tahunan 

responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat 10.000.000-

50.000.000 yaitu sebanyak 7 orang (50%), 5.000.000-10.000.000 sebanyak 5 

orang (30%),  jenjang 50.000.000-100.000.000 sebanyak 3 orang (20%). 

e. Jenis Usaha 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha 

Jenis Usaha Jumlah  Persentase 

Dagang 5 30% 

Jasa 1 10% 

Industri 9 60% 

Total 15 100% 
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Berdasarkan Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa jenis usaha responden 

dalam penelitian ini paling banyak adalah industri yaitu sebanyak 9 orang 

(60%), jenis usaha dagang sebanyak 5 orang (30%), dan jenis usaha jasa 

sebanyak 1 orang (10%).  

Berdasarkan data diatas, penulis mewawancarai sebanyak 15 Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Delitua dan membagikan 

kuesioner untuk mengetahui pemahaman pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) terhadap kewajiban perpajakan tentang tarif pajak Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM). 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Hasil Wawancara 

Dari wawancara yang dilakukan pada pelaku Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) di Kecamatan Delitua peneliti mendapatkan hasil 

wawancara sebagai berikut : 

a. Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban 

Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pengetahuan 

wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan : 

1. Sebanyak 9 responden mengatakan bahwa mereka tidak 

mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar, 3 

responden mengatakan mengetahui cara pembayaran pajak 

yang benar dan 3 orang responden mengetahui cara 
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pembayaran pajak yang benar tetapi tidak mau membayar 

pajak. Dari 15 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang 

peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak 

pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak 

paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Robert, pemilik usaha Teh 

Celup Daun Sirsak “saya baru mengurus surat izin usaha ini, 

karena sebagai syarat untuk pinjaman ke bank. Saya tidak 

mengetahui tentang peraturan pajak yang berlaku untuk 

UMKM dan saya juga tidak membayar pajak”. Dan Bapak 

Syaifudin, pemilik usaha Syaifudin Bakso Keliling “saya 

tidak membayar pajak untuk usaha saya ini, karena 

penghasilan yang saya punya juga tidak tetap. Jadi saya juga 

kurang mengerti tentang tata cara membayar pajak.” 

2. Sebanyak 6 responden yang memiliki NPWP menyatakan 

NPWP berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran 

pajak dan pengawasan administrasi perpajakan dan 9 responden 

mengatakan bahwa mereka memiliki NPWP hanya sebagai 

persyaratan pengajuan kredit ke bank dan untuk mengambil 

label halal MUI. Seperti dikatakan oleh Ibu Aulia, pemilik 

usaha Aulia Fashion “saya memang punya NPWP karena itu 

persyaratan untuk pinjaman uang ke bank.” 

3. Sebanyak 4 responden mengetahui cara membuat laporan 

keuangan yang benar dan 11 responden lain hanya 
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menggunakan pencatatan biasa dan tidak akurat. Dari 15 Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang peneliti 

wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku 

UMKM yang tidak paham mengenai cara membuat aporan 

keuangan dengan baik dan benar. Laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap bisanya meliputi neraca, laporan laba 

rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus 

kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan serta materi 

penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan (Syafridahani & Zahrah, 2017). Lebih banyak 

pelaku UMKM yang hanya mencatat secara sederhana seperti 

mencatat berapa jumlah pengeluaran dan pendapatan 

perharinya. Seperti yang dikatakan Bapak Sukariman, 

pemilik usaha Permen Santan Kelapa POC “saya hanya 

mencatat berapa pemasukan saya perhari dan pengeluaran 

saya perharinya.” 

b. Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban 

Perpajakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang 

Tarif UMKM 

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pemahaman 

Wajib Pajak UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan PP No. 46 

Tahun 2013 tentang tarif UMKM : 
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1. Sebanyak 5 responden mengatakan mengetahui Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan dasar pengenaan 

pajak 1% dan 10 responden mengatakan tidak mengetahui 

Peraturan tersebut. Dari 15 UMKM yang peneliti wawancarai 

dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang 

tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah yang 

mengatur tentang Tarif Pajak UMKM pada Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 2013, karena ketidak ingin tahuan 

tentang perpajakan, kurangnya sosialisasi yang didapat dan 

tidak adanya kesadaran diri untuk melaksanakan Kewajiban 

Perpajakan. 

2. Sebanyak 10 responden mengatakan mereka mendaftarkan 

usaha mereka hanya sebagai pemenuhan syarat pengajuan kredit 

ke bank, dan mereka tidak mengetahui Tarif Pajak yang 

dikenakan kepada pemilik UMKM. 

3. Sebanyak 2 responden mengatakan usaha yang mereka miliki 

tidak jarang mengalami kerugian dalam masa pandemi covid 

19 ini, oleh sebab itu mereka belum bisa konsisten dalam 

membayar kewajiban perpajakannya. Kurangnya modal dalam 

menjalankan usaha menjadi salah satu faktor penghambat 

berkembangnya usaha yang dimiliki para wajib pajak. Hal 

tersebut juga yang menyebabkan para pelaku UMKM tidak 

perduli kepada kewajiban perpajakan mereka, karena jika 

mereka memaksa membayar pajak maka mereka merasa 
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kerugian. Seperti yang dikatakan oleh bapak Syaifudin 

sebagai pemilik usaha Syaifudin Bakso Keliling “saya tidak 

mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang 

Tarif Pajak. Usaha saya juga sering mengalami krisis semasa 

covid 19 ini, jadi saya tidak begitu memikirkan tentang pajak 

yang harus saya tanggung karena omset saya yang juga 

menurun.” 

4. Dari 15 UMKM sebanyak 10 UMKM mengaku bahwa mereka 

mendaftarkan usaha mereka hanya untuk kepentingan 

peminjaman uang di bank, dan pendaftaran tersebut juga baru di 

lakukan. Oleh sebab itu, pelaku UMKM hanya mendaftar usaha 

mereka tanpa mengetahui apa kewajiban yang mereka miliki 

setelah mendaftarkan usahanya. 

c. Pemahaman Wajib Pajak terhadap perubahan Peraturan 

Pemerintah tentang Tarif UMKM 

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai pengetahuan 

wajib pajak terhadap perubahan Peraturan Pemerintah tentang Tarif 

UMKM : 

1. Sebanyak 11 responden mengatakan bahwa mereka tidak 

mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 

2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 

tentang Tarif UMKM dan sebanyak 4 responden mengetahui 

tentang perubahan tersebut. Seperti yang di katakana oleh 

bapak Irwan, pemilik usaha Surya Foodcourt “kebetulan anak 
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saya aktif di perusahaan tempat saya bekerja dan juga di 

kantor pajak, jadi saya tahu bahwa ada peraturan baru tentang 

penurunan Tarif Pajak tersebut.” 

2. Sebanyak 11 responden mengatakan bahwa mereka tidak 

mengetahui isi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 

2018 dan sebanyak 4 responden mengetahuinya. 

3. Sebanyak 11 responden mengatakan bahwa mereka tidak 

mengetahui dasar pengenaan pajak 0.5 % dari omset untuk 

perhitungan pajak penghasilan dan 4 responden 

mengetahuinya. 

4.2.2 Pembahasan 

a. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap 

Kewajiban Perpajakan tentang Peraturan Pemerintah No. 46 

Tahun 2013 ? 

Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua tentang 

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 masih tergolong rendah. 

Masih banyak UMKM yang tidak mengetahui peraturan tersebut. 

Dengan pengenaan dasar tarif 1% dari omset bruto juga tidak banyak 

diketahui oleh Wajib Pajak UMKM. Maka, sebagian besar UMKM di 

Kecamatan Delitua tidak melakukan Kewajiban Perpajakannya. 

Seperti yang dikatakan oleh ibu Aulia, pemilik usaha Aulia Fashion 

“saya baru mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk 

pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan pajak 

yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak membayar pajak.” 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurpratiwi et al., 

2013) yang menyatakan bahwa Penetapan kebijakan pajak penghasilan 

final Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan Dasar 

Pengenaan Pajak melalui omset memicu kontroversi ditinjau dari 

keadilan. Dikarenakan peraturan ini tidak peduli apakah Wajib Pajak 

pemilik UMKM mengalami kerugian dalam usahanya. Selain itu 

karena bersifat final kerugian pun tidak dapat dikompensasikan. Selain 

itu hak dari Wajib Pajak orang pribadi untuk mendapatkan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang penghasilan 

yang dikenai pajak tidak dapat digunakan lagi. Dengan demikian, 

tidak ada lagi pertimbangan jumlah keluarga yang harus dihidupi, 

pengusaha dengan omset yang sama harus membayar pajak yang 

sama, walaupun status dan tanggungan mereka berbeda. 

Dan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Nirsetyo 

Wahdi et al., 2015) yang menyatakan bahwa dengan penerapan 

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, pelaku UMKM yang sudah 

terdaftar dan rutin membayar pajak, memudahkan mereka dalam 

menghitung, membayar, dan melaporkan Kewajiban Perpajakannya. 

Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM akan berkurang bila 

dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 

Undang‐Undang Pajak Penghasilan. UMKM akan mendapatkan NPWP. 

Dengan mendapatkan NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari 

usaha informal menuju usaha formal. Maka usaha tersebut akan 

mendapatkan akses ke lembaga keuangan. UMKM akan memiliki akses 
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kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan 

menengah kemudian menjadi besar. 

b. Bagaimana Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap 

perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ? 

Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua sebagian besar belum 

mengetahui adanya perubahan Tarif Pajak UMKM, Tarif Pajak yang 

sebelumnya dibanderol 1% dari omset bruto kini dipangkas Tarif 

Pajaknya menjadi 0,5% dari omset bruto. Para responden mengaku 

belum mendapatkan sosialisasi perpajakan dari Kantor Pajak setempat. 

Dari hasil wawancara peneliti menemukan masih banyak UMKM yang 

tidak mengetahui akan perubahan peraturan tersebut. Seperti yang 

dikatakan oleh Bapak Syaifudin sebagai pemilik usaha Syaifudin Bakso 

Keliling “saya tidak mengetahui adanya perubahan peraturan 

pemerintah tentang Tarif Pajak. Usaha saya juga sering mengalami 

krisis selama pandemi covid 19 ini, jadi saya tidak begitu memikirkan 

tentang pajak yang harus saya tanggung karena omset saya yang juga 

menurun”. Begitu juga dengan Ibu Aulia sebagai pemilik usaha Aulia 

Fashion “saya belum mengetahui adanya perubahan Peraturan 

Pemerintah dan saya belum mendapatkan informasi tentang perubahan 

peraturan tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Primandani et al., 

2017) yang menyatakan bahwa Meskipun pemerintah menurunkan tarif 

pajak final menjadi 0,5%, namun beberapa UMKM tidak dapat 

memperkirakan omset mereka karena rendahnya disiplin dalam 
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aktivitas pencatatan dan produksi UMKM berdasarkan pesanan. Ada 

masa-masa ramasi pesanan, namun juga ada masanya pesanan sepi. 

Kenaikan harga bahan bakar yang tak disangka-sangka juga makin 

memperberat mereka memperoleh untung, sedangkan melalui pajak 

final laba atau rugi bukan menjadi pertimbangan perhitungan pajak. 

Semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif 

baru tersebut. Namun para responden berharap mendapatkan informasi 

dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan 

mereka. Selain itu, mereka berharap Kantor Pajak memberikan 

pelayanan yang ramah dan tidak berbelit-belit serta lebih diajarin lagi 

dalam hal membayar pajak. 

c. Perbedaan Pengetahuan dan Pemahaman dari Wajib Pajak 

yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP ? 

Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua sebagian besar yang 

memiliki NPWP benar-benar melakukan pembayaran pajak dan paham 

tentang Peraturan Pemerintah yang baru, sedangkan sebagian besar 

Wajib Pajak UMKM juga ada yang memiliki NPWP dan melakukan 

pembayaran pajak tetapi tidak paham dengan Peraturan Pemerintah 

yang baru dikarenakan kurangnya update berita terbaru serta ketidak 

ingin tahuan untuk informasi tentang pembayaran pajak. Dan yang 

terakhir Wajib Pajak UMKM sebagian besar juga memiliki NPWP 

hanya untuk melakukan pinjaman ke bank serta mengambil label halal 

MUI dan tidak mengetahui Peraturan Pemerintah yang baru. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang 

Kewajiban UMKM di Kecamatan Delitua yang dibahas sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Delitua terdahap 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih rendah. Tingkat 

kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah 

satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban 

membayar pajak.  

2. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua yang masih 

rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas 

dasar pengenaan tarif 1% dari omset bruto. Realisasi yang masih belum 

sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang sosialisasi terhadap 

masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu 

faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini. 

3. Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua masih banyak yang tidak 

mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 karena 

ketidak ingin tahuan tentang pajak yang di sebabkan sebagian besar 

pelaku UMKM mengalami krisis dalam usahanya. Sehingga omset yang 

di dapat pun menjadi menurun. Wajib Pajak juga belum memahami tata 

cara penentuan jangka waktu pengenaan Tarif dan Wajib Pajak yang 
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masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga 

belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini. Serta wajib pajak UMKM di 

Kecamatan Delitua masih belum memiliki laporan keuangan yang jelas 

dan belum menyusunnya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan Kantor Pajak setempat memberikan sosialisasi dan 

pendampingan kepada UMKM untuk menumbuhkan kesadaran dan 

kepatuhan perpajakan. Sosialisasi dapat dipadukan dengan peningkatan 

kapasitas UMKM secara umum agar UMKM tidak merasakan 

kekhawatiran akan ditekan melunasi Kewajiban Perpajakan.  

2. Pemangku kebijakan hendaknya mengantisipasi adanya batasan waktu 

kebijakan insentif pajak bagi UMKM, karena setelah batasan waktu 

tersebut akan diberlakukan ketentuan pajak penghasilan secara umum 

yang menuntut UMKM memahami dan menerapkan pembukuan 

standar. Pembukuan menjadi kendala tersendiri bagi UMKM, apalagi 

UMKM didominasi oleh usaha mikro. 

3. Untuk Pelaku UMKM sebaiknya menyaring lagi informasi yang 

penting dari media massa agar tidak  salah memperoleh informasi yang 

negatif untuk masing-masing pelaku Wajib Pajak dan pelaku UMKM 

sebaiknya lebih aktif mengikuti Peraturan Perpajakan yang sering 

mengalami perubahan dan mulai mempelajari pembukuan sederhana 
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untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha dan kepatuhan 

terhadap Kewajiban Perpajakan. 
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Pedoman Wawancara 

 

Indikator Kisi-kisi Wawancara 

Pemahaman Wajib Pajak mengenai 

kepemilikan NPWP. 

a. Pemahaman Wajib Pajak tentang 

tata cara mengisi SPT, membuat 

laporan keuangan, dan cara 

membayar pajak yang benar. 

b. Memberikan informasi tentang 

identitas Wajib Pajak yang 

sebenarnya. 

Pengetahuan dan pemahaman 

mengenai hak dan kewajiban 

perpajakan.  

a. Tata cara pelaporan pajak. 

b. Tata cara perhitungan dan 

pembayaran pajak. 

c. Tata cara penyetoran pajak.  

Pengetahuan dan pemahaman atas 

sanksi perpajakan.  

a. Pengetahuan tentang denda yang 

beralaku sebagai sanksi 

perpajakan. 

Pengetahuan dan pemahaman 

mengenai tarif pajak. 

a. Peraturan perpajakan tentang tarif 

UMKM pada PP No.46 Tahun 

2016 (Peraturan lama). 

b. Peraturan perpajakan tentang tarif 

UMKM pada PP No.23 Tahun 

2018 (Peraturan baru). 
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Kuesioner Penelitian 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir skripsi yang sedang saya 

lakukan, perkenankanlah saya Atika Fitria mahasiswi Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM 

Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua” untuk 

mengetahui gambaran tentang seberapa jauh pemahaman Bapak/Ibu dalam 

melakukan kewajiban pembayaran pajak. 

Melalui kesempatan ini saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjadi 

responden dan menjawab seluruh pernyataan dan pertanyaan yang telah 

disediakan (terlampir). Untuk itu saya mengharapkan responden menjawab 

pernyataan dan pertannyaan secara objektif karena tidak akan mempengaruhi 

status penilaian Bapak/Ibu sebagai responden. Demikian pengantar ini saya buat, 

atas perhatian serta bantuannya saya ucapan terima kasih. 

 

 

        Hormat saya 

        

 Atika Fitria 
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Pertanyaan Demografi 

 

Mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi jawaban dan memberi tanda silang (X) pada 

pertanyaan berikut : 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin* :        P    L 

3. Usia   : 

4. Tingkat Pendidikan* :        SMA       Diploma         Sarjana (S1) 

5. Jenis Usaha*  :        Dagang       Jasa         Industri 

6. Nama usaha  : 

7. Omset Pertahun* :        5jt-10jt        10jt-50jt         50jt-100jt 

 

 

*wajib diisi 
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Petunjuk Pengisian Kuesioner Bagian I, II, dan III 

Mohon Bapak/Ibu membaca dengan teliti dan cermat untuk setiap pernyataan 

berikut ini dan berilah tanda (√)  pada kolom yang telah disediakan untuk 

menjawab pernyataan sesuai dengan kondisi anda saat ini. Diharapkan setiap 

pertanyaan hanya ada satu jawaban. Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian 

dengan pendapat Bapak/Ibu. Pilihlah jawaban untuk setiap pertanyaan : 

 

Keterangan Bagian I dan II 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

 

Keterangan Bagian III 

B  = Benar 

S  = Salah 

 

Bagian I Kepatuhan Wajib Pajak 

No, Pertanyaan SS S TS STS 

1. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib 
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 

    

2. Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib 

Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke 
Kantor Pelayanan Pajak terdekat. 

    

3. Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang 

saya peroleh dari usaha saya. 

    

4. Pencatatan keuangan merupakan salah satu hal 
yang penting dari usaha saya. 
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5. Saya mengisi SPT sesuai dengan tepat waktu.     

6. Saya menghitung pajak yang harus saya bayar 

sesuai dengan yang sebenarnya. 
    

7. Saya melaporkan SPT (Surat pemberitahuan) 

dengan tepat waktu. 
    

8. Saya membayar pajak sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan perpajakan yang berlaku. 
    

9. Saya membayar pajak sebelum
 dilakukan 

pemeriksaan. 

    

10. Saya tidak membayar pajak karena saya merasa 

terbebani apabila membayar pajak. 
    

 

Bagian II Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 

No, Pertanyaan SS S TS STS 

1. Saya mengetahui bahwa PP No. 46 Tahun 2013 

sudah wajib dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 

sampai sekarang. 

    

2. Saya mengetahui bahwa saya memenuhi kriteria 

menjalankan PP No. 46 Tahun 2013 karena 

omzet yang saya dapat kurang dari atau sama 
dengan 4,8 M. 

    

3. Saya mengetahui PP No. 46 Tahun 2013 

merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat 

final. 

    

4. Saya mengetahui bahwa syarat untuk dapat 

mengikuti PP No.46 Tahun 2013 adalah wajib 
pajak yang tidak termasuk bentuk usaha tetap. 

    

5. PP No. 46 Tahun 2013 adalah mempermudah 

saya dalam melakukan perhitungan pajak. 

    

6. Saya tidak wajib menyelenggarakan pembukuan 

karena memenuhi syarat mengikuti PP No. 46 

Tahun 2013. 

    

7. Saya mengetahui besarnya pajak yang harus 

dibayarkan adalah 1% dihitung dari total omset 

satu tahun merupakan Prosedur pelaksanaan PP 

No. 46 Tahun 2013. 

    

8. Saya mengetahui bahwa prosedur pembayaran 

pajak berdasar PP No. 46 Tahun 2013 dilakukan 
dengan angsuran setiap bulan. 

    

9. Saya merasa beban administrasi menjadi ringan 

sejak adanya PP No.46 Tahun 2013. 
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Bagian II Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 

No, Pertanyaan SS S TS STS 

1. Saya mengetahui bahwa PP No. 46 Tahun 2013 

sudah berubah menjadi PP No. 23 Tahun 2018  

    

2. Saya mengetahui PP No.23 Tahun 2018 
merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

    

3. PP No. 23 Tahun 2018 adalah mempermudah 

saya dalam melakukan perhitungan pajak. 

    

4. Saya mengetahui besarnya pajak yang harus 

dibayarkan adalah 0,5% dihitung dari total omset 

satu tahun merupakan Prosedur pelaksanaan PP 

No. 23 Tahun 2018. 

    

 

Bagian III Pengetahuan Perpajakan 

No, Pertanyaan B S 

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. 

  

2. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan 

kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 
atau identitas Wajib Pajak. 

  

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. 

  

4. Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat pemberitahuan 

untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

  

5. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan dua metode 
yaitu Online Banking dan setor langsung. 

  

6. Langkah pertama untuk membayar pajak harus mengisi 

Surat Setoran Pajak terlebih daluhu yang dapat diambil di 

kantor pajak atau mengunduh melalui internet. 

  

7. Dalam pengisian Surat Setoran Pajak, wajib terlebih dahulu 

mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak. 

  

8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti bahwa 

wajib pajak telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. 

  

9. Nomor Pokok Wajib Pajak berguna untuk menjaga 

ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 
administrasi perpajakan. 

  

10. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenakan 

sanksi pidana. 
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11. Surat Tagihan Pajak dan Surat Keterangan Pajak Kurang 

bayar merupakan dasar penagihan pajak. 

  

12. Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda 

pembayaran pajak dengan dikenai sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang 

masih harus dibayar. 

  

13. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas maupun Wajib Pajak badan wajib 
menyelenggarakan pembukuan. 

  

14. Wajib Pajak yang tidak harus melakukan pembukuan 
apabila telah melakukan pencatatan atas penghasilan neto. 

  

15. Pembukuan harus mencerminkan keadaan atau kegatan 

usaha yang sebenarnya. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


